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ABSTRAK: • Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan 

beragam karakteristiknya dan merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk 

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat; 

Untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan sebagaimana tercantum dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo perlu dilakukan 

langkah-langkah strategis dan terintegrasi berbagai program percepatan 

penanggulangan kemiskinan. 

• 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional; 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang 

Pengesahan Internasional Convenant On Economic, Social and Cultural Rights; 9. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Convenant 

On Civil and Politic Rights; 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; 11. Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 12. Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 13. Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; 14. Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 

tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 

• Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum yang berisi 

tentang pengertian istilah atau kata yang dipergunakan dalam Perda. - Ruang lingkup, 

Asas dan Tujuan dari percepatan penanggulangan kemiskinan. - Sasaran, Prinsip dan 

Pendekatan dari dari percepatan penanggulangan kemiskinan. - Hak dan Kewajiban 

dari penduduk miskin, Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha. - 



Pendataan Kemiskinan. - Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. - Program 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. - Pelaksana Program dan Pembentukan Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. - Pembiayaan. - Peran Serta 

Masyarakat. - Ketentuan Pidana. - Monitoring dan Evaluasi. - Ketentuan Penutup. 

CATATAN: • Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2018. 

• 17 hal 

 


